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PEMERINTAH KABUPATEN-BOJ0NEGORO 

Salinan 
PERA.TORAN. DAERAB KABUPATEKBOJ01'EGORO . 

110.IIOR 17 TAHUlf 2011 

RE:OmrQBI. ~ 

DBIIGAII RAH.MAT TUBAlf YANG .IIAIIA BSA 

BUPATI BOJOIIEGORO, 

-Menimbang : • a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 

Ta:lnm 2009· tentang Pajak Daerah· dan· Retribusi Daerah 

maka Peraturan Daerah yang mengatur Retribusi Terminal 

pcrlu diganti; 

Mengingat 

b. bahwa berdasark:an pertimbangan sebagaimana huruf a 

diatas, pcdu ditetapkan Peratumn Daerah tentang 

Retribusi Terminal. 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota 

dilingk;ungan Propinsi Jawa Timur (diumum.kan pada 

tanggal 8,Agustus.1950). 

2 . Undang-Undang ·Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum 

Acara Pidana (tembaran lfegara Tahun l981 Nomor 76, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang 

Pemecintaban Daemh. (Lembm:an Negara. Tahun 1999 

Nomor 125, Twnbahan Lembaran Negara Nomor 443) 

sehagairoaoa telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2008 (Lembar NegaraTahun 2008 Nomor 

59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844; 

4. Undang;-l!odang_ Nomor 38 Tahun ~004 tentang, Jalan 

(Lembaran -Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan 

Lembaran-Negara-Nomor4444J; 



5. Undang•Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 

96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025); 

6. Undang,..Undang. Nomor. 25 Tahun 2009. tentang. Pelayan.an. 

Pub1ilc (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

PajakDaerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Tahun 2.009. Nomor 130, Tambahan. Lembaran. Negara. 

Nomor-5049); 

8. Undang-tlndang Nomor lZ Tahun 20-11 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 5234); 

.9. P.craturan . P.emerintah Nomor 27 Tahun .19.83 tentang 

P..leksanaan Undang-Undang Nomor 8 ·Tahun· 198l ·tentang· 

Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara'Tahun 1983 Nomor 

6, Tambahan Lembaran Negiu-a Nomor 3258) ; 

10. Peraturen Pemerintah Nomor 43- Tahun- 1993 tentang 

Presarana clan Lalu I:intas Jalan (Lembaran·Negara Tahun 

1993· Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529); 

11. Peratur.in. Pemerintah Nom_or. 58 Tahun.. 200.5. tentang 

· Pengelolaan -Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tabun 

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara- Nomor 

4578); 

12. Petaturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan PenyeJenggaraan· 

Pemerintahan Daerah '(Lembaran 'Negara · Talmn 2005 

Nomor 165, Tambahan Lembru:an Negiu-a Nomor 4593) ; 

13. Pereturan l'eme.tintah Nomor 34 Tahun .2006 tentang-Jalan 

(Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4655); 



14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Oaerah Provins:i dan Pemerintahan 

Kabupaten/ Kota (Lembaran Negam Tahun 2007 Nomor -82, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 

t5. Peratnran Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010' tentang Tata· 

cara Pembetian dan PProanfAatan Insentif Pemungutan 

Pajak Oaerah clan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 5161); 

16, Peraturan· Menteri• Dalam Negeri- Nomor 1-3· 1'ahun 200& 

tentang · Pedoman Pengelolaan ·Keuangan Daerah, 

seoogairoana telah diubah dengan ~eraturan Menteri Oaliim 
Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ; 

17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 6.5 Tahun 

1993, tentang•F.asiJitas.Pendul<ungKegiatan;Lalu.Lintas.Dan.. 

-Angkutan Jalan ; 

18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 

.tentangXenn.inal.Transpor.ta:ri.Jalan.; 

19. Keputusan Menteri-Dalam Negeri Nomor :12 Tohun -1999, 

tentang Pedoman Pengelolaan Terminal Angkutan 

Penumpang; 

20. Peraturan Daera.b Kabupaten Bojonegoro Noroor 1 Tahun 

1998 tentang ,Penyidik Pegawai Negeri Sipil -di Lingjrung!lll 

Pemcrintah_l{abupaten Bojonegoro ; 

21'. Pera.tu.ran Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2· T"abun 

2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Bojonegoro ; 

22 .. J>eraturan. Daer-ah, Kabupaten Bojonegora.·Nomai- 7 Tahun. 

2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kabupaten 

Bojonegoro (Lembaran Daerah Ka:bupaten Bojonegoro· 

Tahun 2008 Nomor 5) se!IBgairoana telah diubah . dengan 

Peraturan Daerah K'abupatcn Bojonegoro Nomor 6 Tahun 

2010 (Lembaran Daerab Kabupaten 89jonegoro Tahun 

2010 Nomor 6) ; 



Deupn Penetv,juaA Benama 
· DEWAN ·PERWA.KILAN RAKYAT DAERAIU[AB. ,JSOJONBGORO 

Dan 

BtJPATI BOJOlfEGORO 

. IIIEJl[11l'DSKA1': 

Menetapkan : PERATURA1' DAERAB KABUPATE!f 
··TE!JTAKG'kETJWI0 Br TERIIIIIAL 

BABI 
KEIBN I UAJrUIIUII 

. Pua11 

Dalam Peraturan Daerah ini yal'.lg diroaks11d dengan : 

BOJOlfEGORO 

l. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan 

masyarakat bukum yang mempunyai batas-batas wilayab yang berwenang 

menm,.tur dan mengurus urusan pemerintahan clan kepentingan 

masyarakat . setempat .menurut prakarsa seodiri berdasarkan .aspirasi 

masyarakat dalam sistcm_Negara.Kesatuan.RepublikJndonesia; 

-2. Pemerintaban Daerah adalah penycleaggaraan -urusan -pemerintahan oleb 

Peroerintab Daerah dan Dewan Perwakilair Rakyat Oaerah mentll'llt asas 

otonomi dan tugas · pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Repiblik · lildonesia 

sebgagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tabun 1945; · 

3. Pemcrintab Dacrah ada1ah Pcmerintab Daerah Kabupaten Bojonegoro 

yaitu Kepala Daeroh dan Perangkat Daerah scbagai unsur penyelenggara 

Pemerintaban Daerah; 

4 . Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah 

Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojoncgoro sebagiu unsur 

penyelenggara pcmerintahan daerah ; 

-S. Kepala 1)aerah adalali Bupati Bojonegoro ; 

6. Pejabat ada1ah Pegawai yan.g diberi ~ tertentu di bidang Retribusi 

·Daerah ~suai deng,an Peraturon Pl:rundang,undan~ ; 

7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk 

oleb Dewan Perwakilan Rali:yat Daerah Kabupaten Bojonegoro dengan 

persetujuan bersama Bupati Bojonegoro. 



8. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Bojonegoro. 

9 . Badan a.dalab. se.kumpulan orang dl!n/atau. modal yang. merupakan 

. kesaDJan, -bail< .yang melakukan ,usaba.maupun yang J:idak. ,:nelakukan 

usaha-yang meliputi pet'SCC08D terbatas, per-seraan-komandite~. perseroan-­

lainnya, ·badan usaha ·mllik :negara (BUMN), atau ·badan usaha milil< 

daerab (BUMD) dengan-nama da:n daJam bentuk apa pun, firma, kongsi, 

koperasi, dana pensiun, persekutuan, pcrkumpulan, yayasan, organisasi 

massa, organisa:;i sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan 

bcntuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bcntuk 

usaha tetap. 

10. Retribusi- Daerah, yang selanjutnya, disebut· Retribusi; adalah· pungutan• 

daerah sebagai pembayaran atas jasa atau ·pembcrian izin tertentu yang 

kbusus dillediakan dlln/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 

kepentingan orang pribadi atau badan. 

11. Jasa Usaha adalah jasa yang ,-1;'1Cdiakan oleh Pcmerintah Daerah dengi,n 

menganut prinsip,prinsip. komCI:Sial. karena. pada dasamy.a dapat. pula 

disediakan oleh sektor-swasta. 

12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan 

perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 

rctnl>usi. tennasUk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 

13. Terminal· adalab pangkalan kendaraan bermotor umum yang· digunakan 

untuk mengatur kedat:angan dan keberangkatan, -ro .. naikkan dan 

menurunR.an dan/ atau baning, serta perpindahan moda angkutan. 

)4. Kendaraan bermotor umum adalab setiap kendaraan yang digunakan 

untuk angkutan.barang,dan/.atau orang dengan.dipungut.bayaran. 

15. Sepeda motor adalab kendaraan bermotor berod:a dua dengan atau tanpa 

rumah-rumahan dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan 

bermotor beroda tiga tanpa rumab-rumah. 

16. Mobil penumpang. adalah. kendaraan bemlo.tor angkutan onmg. yang 

memiliki tempat duduk .rn.aksiJnal 8 (del.apan) orang - termasuk untuk 

pengemudi-atau·yang beratnya•tidalo-!ebih•dari-3500 kg;--

17. Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki 

tempat duduk lebib dari 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi 

atau yang beratnya lebih dari 3500 kg; 



18. Retribusi Terminal yang selanjutnya disebut retnl>usi adalah pungutan 

retribusi sebag:ai pembayaran atas pelayanan terminal . 

. 19 • • W.aj.ib.Rd:rihusi adaJab.omng.pribadi.atan Badan yang menurut.peraturan 

perundang-undangan retnl>usi cliwajibkan• untuk melakukan pembayaran 

retribusi:1:ermasuk pemungut·atau pemotong retnlmsi- tertentu. 

20. Masa Retnl>usi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas 

waktu bagi Wajib Retribu& untuk m~manfeatlcan jasa dan perizinan 

tertentu da,i Pemeri!ltah Daerah yang ~glrutan. 

21 . Surat: Setoran Retribusi Daerah. yang-selanjutnya-dismgkat-SSRD, adalah 

bukti pembayaran atau penyetoran retnl>usi yang telah dilakukan dengan 

menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas 

dacrah melalui tempat pembayaran ya-ng ditunjuk oleh Kepala Daerah. 

-22 . . S4]:at Ketetapan Retribusi. Daerah. yang .,selanjutnya .. disiogkat SKRD, 

adalah surat ketetapan- retribusi yang menentu.kao, besarnya jumlah-pokok 

retribusi yang terutang. 

23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang sclanjutnya disingkat 

SKRDLB, adalah surat keteta.P.aD retribusi yang menentukan jumlah 

kelebihan pembayaran retnl>usi karena jwnlah kredit retribusi lebih besar 

daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 

2~. Surat Tagihan Retnl>usi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah 

surat untuk mclakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif 

berupa bunga dan/atau denda. 

25. Peme,,lcsaan adalah scrangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah 

data. kelef8.ll8llll, dan/ atau bukti yang di!aksan"kan sccara• objektif dan 

·profesional berdasarkan suatu standar pemerik:saaD untuk menguji 

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi 

dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka m~Jaksaoakan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi dacrah. 

26. Penyidikan tindak . pidana di bidang petpajakan daerah.. dan retribusi 

• adalah sen>ngkaian tindakan yang dilakukan oleb ,Penyidik untuk men earl 

serta. mengumpulkan bukti· yang· dengan' bukti itu membuat terang tindak 

pidana di bidaog perpajakan daerah dan retnl>usi yang terjadi serta 

menemukan tcrsangkaoya. 
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BABil 
·JIAXA, OBYEK 1>.All·StfB't.l!:K RBTRJBUSI 

Pual2 

Dengan nama retnousi terminal dipungut retriliusi pclayanan penyediaan 

fasi!itas terminal oleh Pemerintah Daerah 

. µJ .Obyek ..Retnousi Teoninal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir 
unt:uk. kendaraan penumpang clan bis. umum, tempat, kegiatan usaha, dan 

fasi!itas lainnya di lingkungan terminal. yang disediakan, diroiliki, 

dan/ atau· dikelola-oleb• Pemerintab Daerab. 

(2) Dikel'ualikan dari obyek retnousi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah terminal yang disediakan, dirnmki, dan/atau dikelola oleh 

Pemerintah. Pemerintah Prov.insi, BUMN, BUMD den pibak swasta. 

Pual4 

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ 

menikmati pclayanan fasilitas terminal yang di"C'diakan/diselenggarakan oleh 

Pemerintah Daerah. 

MB-m 
-.GOLOJIGAR' RETRIBUSI 

Pual 5 

Retribusi terminal digolongkan sebagai• retribusi jasa, usah.lt 

.~ .IV 
CARA IIIENGUKUR Tll'IGKAT PBKGGOKAAlf .JASA 

-Pual·6 

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdas.arlcan fn-kueosi, jenis keodaraan, 

jangka waktu. luas dan peruntukan pcmakaian fasilitas terminal. 



BAB V 
PRIIISlP-DAN SASARAft' DALAK -PEIIERAPAl'l 

s:I'RUK'l':tJR DA1'l BESAR1IYA-TARIE 

(1) ·-Prinsip 'tian·-sasaron ·dalam l)Ctletapan besarnya tarif ·retribusi terminal 

didasarkan pada tujuan untukroempero!eh keuntungim yang layak. 

(2) -Xeuntungan yang 1aytik sehagairoana diroaksud pada ayat (1) adalah 

keuntungan yang diperoleh apabila pelayarum jasa usaha tersebut 

dilakukan secara efisien _dan berorentasi pada harga pasar. 

BAB·VI 
-STRDXTUR,DAK Bl'SAPllYA:rUD' 

RBTRIBUSI 

PllaalB 

Struktur ·c1an besarnya tarif ditetapkan sebagw berilrut : 

a. Teropat me,:,aikkan dan/ atau roenurunkan bagi roobil' penuropang urouro 

dan mobil bus urouro : 
1. mobil penuropang urouro antar kota setiap masuk sebesar 

Rp. 1.000,- ; 
2. roobil penuropang urouro tidak dalam trayek (taksi) setiap masuk 

sd>csru: .lq,, 5.00.0,a ; 
3. . roobil penumpang >Jmum anglrntan kota.setiap.ma!luk sebesar 

Rp, 500,-; 

4. kcndaraan · bermotor : umuro jcnis -mobil bus non ckonoroi yang 

roelayani. trayek antar kota setiap roaauk Rj). Z.500,- ; 

5. roobil bus urouro ekonoroi antar kota setiap masuk sebesar 

Rp. 750,-; 

6. roobil bus urouro angkutan kota setiap masuk sebesar Rp. 1.000,-. · 

b. Teropat parkir : 
1. bus penuropang UIDll!ll parkir di jalur panjangL istirahat sebesar 

Rp. 7,500,- .untuk .1. (satu) kali masuk per hari ; 

2. bus. mini penumpang- umum parkir di jalur panjang/istirahat 

sebesar Rp. 5.000,- untuk untuk 1 (satu) kali -masuk per hari ; 

3. mobil pcnuropang umuro tidak dalaro· trayek (taksit sebesar 

·'Rp. 5:000,- untuk untuk untuk 1 (satu) kali masuk per bari. 



c. P..rnakaiao kios/stand sebesar Rp. 250,- per meter persegi per barl· 

apabila stand/kios dipergunalam sebagai usaha. apabila tidak 
dipergunakan sebagai usaha rnaka kios/stand dikuasai kembali oleb 

Pemerintah Daerah. 
_Pua}9 

Pengelolaan fasilitas terminal scJain yang: diatur dalam Pasal 8 dapat 

dikcrjasamakan-dengan Pihak Ketiga . 

. Pasal 10 

.Besru:nya retribusi yang tcrutang dihitung bcrdasal'kan pcrkalian antara 

tingkat peoggunaan jasa ·dengan tarif retribusi. 

BABVIl 
WILA¥AB PEHUNGU'l'All-

Pual 11 

Retribusi dipungut di wilayab Kabupaten Bojonegoro. 

BAB.Vlll 
JIASA DAIi SAAT RETRIBUSJ IEid/TAllG 

Pual12 

(1) Masa. retnl>usC adalab, batas. waktu bagi. wajib, rctrib.usL untuk. 

memaofetkan . pelayanan -penyediaao fa.silitas •terminal yang Jamanya 

sama dengan jangka waktu-pelayanan fasilitas terminal yang·dtberikan ; 

(2) Saat retribusi terutang dalam ma.sa retribusi terjadi sejak SKRD 

diterbitkan atau sejak dokumen lain yang dipcrsamakan di sampaikan ; 

(3) Ookumen lain yang dipersamakan scbagajmana dirnaksud pads ayat (1) 

, adalab .kar.cis. 

·•Pua1·13 

Mase retnl>usi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu 

bagi wajib retribusi untuk mernanfaatkan fasilitas terminal. 



BABJX 
>PEltEliiOzuf'PEIIBA:YARA:11'; TEIIPAT ·PEMJIA:Y:ARA!lf, ~GSURAH 

DAll~ PEIQl,&YARAN. 

Pual 14 

(1) Retribusi menjadi terutang terhitung pada ·saat wajib retribusi 

memanfaatkan fasilitas· d:ilingkungarr terminal yang disediakan; dimiliki 

dan/ atau dikelola oleb l>emerintab Daerab. 

(2) Jumlab retribusi yang terutang sebagllimana dimaksud ayat (1) 

ditetaplcan oleh pejabat yang berwenang dalam SKRD atau dokumen lain 

yang dipersnmakao. 

Pual 15 

(1) Retribusi Terminal dipungut dengan mengguoakan·SKRD atau Karcis. 

(2) Turilbayaran 'Retnbusi yang terutang dila1cukao secara tuoai, sekallgus 

dan seketilca. 

Pual 16 

(1) Pembayaran retnbusi terminal yang terutang dilaksankao di Kas Daerah. 

(2) Dalam bal pembayaran retribusi Jasa Usaha yang terutang dileksar>Alcan 

di tempat Jain yang ditentukao oleh Bupati, basil pembayarao retribusi 

disetor secara bruto ke Kas Daerab dalam jangka waktu l x 24 jam pada 

setiap hari kerja. 

(3) Setiap peoerimaao nta.s pembayara.n retnbusi yang. teru.taog. di lmJmkao 

dan diberi .$mat Setoran Retribusi Daerab (SSRD) ~bagai tanda Bukti 

Pembayaran. 

BA&X. 
8A1IKSI ADIIIRJSTRASJ 

Pual17 

Dalam. bal wajih retrib.usi. tidak_me,m.bayal: tepat pada. waktunya,atau .. lalrang 

• membayar dikenakan sa.oksi "'dmioistraSi berupa, denda •sebesar 2 % (dua 

persen)· setiav bulan dari' retribusi yang terutaog atau kurang ·dibayar· dan 

ditagih denganmeoggunakan sw-at tagiban retribusi daerah. 
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BAB XI 
·TATA CA.RA i'ENAGIBAlf 

Pa--118 

(lJ Dafam tempo 7(tujuh) hari kerja setelah tnnggal jatuh tempo pembayaran 

retribusi terutang, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mengeluarkan 

surat pe~tan atau SUl'at teguran surat lain yang sejenis, sebaga awal 

tindakan. pelaksanaan penagihan retribusi yang terutang. 

(2) Balam jangka waktu 7 (tujuh) hari -kerja setelah tanggal diterimanya 

surat·peringatan atau st1TIW tegunm atau surar lain·yan:g sejenis, Wajib 

retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. 

(3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja Retribusi yang tcrutang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidal< dilunasi, retribusi terutang 

ditagih-dengan. Surat Tagihan Retribusi.Daerah (STRD). 

(4) Surat tcgnran atau surat· tagihao atau surat· lain yang· sejenis­

sebagaimaoa diJnaksud pada ayat (3) dikeh1arkao nleh Bupati atau 

pejabat yang ditunjuk. 

(SJ Hasil penagihan retribusi yang terutang disetor secara bruto ke Kas 

.Daeralulalam jangka waktu.l.x.24 jam pada.setiap.hariJ<erja. 

BAB XII 
KEDALUARSA PEIIAGUIA1' 

Pual.19 

(1) Hak untuk melakukan Pcnagihan Retribusi meojadi kadaluwarsa setelah 

melam.paui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya 

retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang 

relnl>usL 
(2) Kadaluwarsa prnagibao re~usi sebagaimAoa d imaksud daJam ayat. (l) 

tertangguh jika: 

a-. Ditcrbi.tkao Surat Teguran; atau 
b. Ada peoga:kuan ·utang -retribusi dari · w ajib "Retribusi bail< langsung 

maupun ti.ll:aR Jangsung. 
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagairoaoa diroaksntl pada ayat (2) 

buruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat 

Teguran tersebut. 
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(4) Pengakuan utnng Retribusi secara langsung sebagairnana dirna)csnd pada 

ayat (2) hurof b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan 

masih rnempunyai utang Retribusi dan belurn melunasinya kepada 

Pemerintah Daerah. 
(5) Pengakuan u tal)g Retribusi secara tidak l.aI!gsung sebagilimalla dimaksnd 

pada ayat (2) huruf b dapat diketalmi dari pengajuan permohonan. 

angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh 

Wajib-Retribusi. 

BABXDl 
PMGBAPUSAllf PitJTAlfG RETRIBUSI YAlfG KEDALUARSA 

PuaJ·20 

{ll Piutang_ reo:iousi. yang tidal< mungkin diragih lagj. karena bak untuk. 

melakukan penagihan•sudah kedaluarsa dapat dihapus, 

(2) Bupati menetapkan· keputnsan penghapusan piutang retribusi daera!T 

·-yang sudah·kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalrun ayal (!). 

(3) Tata cara penghapusan pi'utang Pajak dan/atau Rctribusi yang sudah 

kcdaluwarsa. diatur dcngan Peraturan Kepala Daerah. 

BAB·XlV 
PENi'IDiKAll 

Pual21 

(1) Pejabat Pegawai Negeri- Sipil tertentu di !ingkungan Pemerintah Daerah 

·dll,cri weweoang kbusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidll<an 

tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang• 

Undang Hukum Acara Pidana. 
(2) Penyidik sebagaimana diroaJamd pada ayat (1) ada)ah pejaba.t pegawai 

negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh 

pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangundangan. 

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah : 

a. Menerima, mencari, rnengwnpulkan dan meneliti keterangan atau 

laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah 

agiir keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ; 

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keteraDg,lll mengenai orang 

_pribadi atau badan tentang kebenaran _perbuatan yang dilakukan 

sehubungan dengan tindak pidana retribusi; 



c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan 

sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi; 

d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen Jain berkenaan dengan tindak 

pidana di bidang retribusi; 

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan Qahan bukti 

pembukuan,. pencatatan dan dokumen Jain, se.rta meJakukan penyitaan 

terhadap baban -bukti terscbut ; 

!. Memmta bantuan tenaga ahli dalaJn rangka pelaksanaan tugas 

· penyidikmrtindakpidana di bidang retribusi; 

g. Menyuruh berhenti dan/atau mclarang seseorang meninggal.kan 

ruangan atau tempat pada saat pcmeriksaan sedang berlangsung dan 

memeriksa identitas orang, benda. dan/ atau dokumen yang dibawa; 

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi; 

i. Meroaow) nrang untuk didengi,.r keterangannya dan diperiksa sebagi,i 

tersangka atau saksi ; 

J. .Menghi:.ntikan.penyidikan ;-dan/atau 

k. Melakukan tindakan lain, yang perlu untuk kclancaran penyidikan 

·tindak pidana ·di bidang·retnlmsi sesuai ·dengan ketentuan ,,eraturan 

perundang-undangan; 

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (l) pasal ini memberitahukan 

dimulainya penyidik'!,n dan menyampaikan basil penyidikannya kepada 

penuntut umum melalui Peoyidik pejabat Polisi negara Republil< Indonesia, 

.sesuai de_ngan -ketentuan ;y.ang.,diatur ,.dalaJn IJndang-.Undang Hukum 

AearaPidana. 

. BAIi X1I: . 
KETEIITUAJI PJDAIIA 

(1) a. Wajib Retribusi yang tidak. "'"'eksaonkan. kewajibenn.ya "ehingge 

merugikan keuangan daerah dianca.m .pidana -kurungan paling lama 3 

(tigaj· bulao atau denda, paling banyak 3· (tigaj kali jumlah retribU8i 

terutaog; 

b. Pemekai/ ~gguoa fusilitas lainnya : pertokoan, kios, Jos, Jesehan 

yang tidak melaksanakan kewajibannya mcmbayar sewa penggunaan/ 

ix-roakaiao fasilitas terminal .sehio.gga _me,:ugikan keuangan daerah 

diancam pidana. kw:ungan. ~a paling Jama 3- (tiga) bulao. atau, 

denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah I'Ctnousi yang terutang. 



• 14 • 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat ( 1) pasal ini adalah tinda.k 

pidana pcngaduan. 

BAB XVI 
KETENTUAl'I PEIIUTUP 

Paaal23 

(J) Hal-hal yang belum diatur dulum Pcraturan Daerah ini sepanjang 

mengenai pelaksanaannya akan dialur lebih lanjut oleh Kepala Daerah. 

(2) Dcngan berlakw1ya Peraturan Daemh ini, Peraturan Daerab Kabupaten 

Bojonegoro Nomor 21 Tahun 2002 tentang Retribusi Terminal dan 

Peroturan Daer.th Nomor 13 Tahun 2003 tentang Retribusi Peron di 

Terminal Re.jekwesi Bojonegoro dinyatnkan dicabut clan tidak berlaku lagi. 

Pasa1 24 

Peralunm Daerah ini mulai berlaku pada langgal I Januari 2012. 

Ag;,r supaya setiap orang mengetahuinya, memcrintahkan pengundangan 

Pcraturan Dacrah ini dcngan pcnempatannya dalam Lembaran Daerah 

Kubupaten Bojoncgoro. 

Diundanglmn di Bojoncgoro 
pada tanggal 10 Nopcmbcr 20 ll 

Ditctapkan di Bojoncgoro 

pada tanggal 10 Nopember 2011 
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Pembina Utama Madya 

NIP. 19600131 198603 J 008 
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PENJELASAB 
ATAS 

PERATURAJf DAERAB KABUPATBII BOJOJIEGORO 
!IOMOR 17 TABU!f 2011 

TDTA!IG 

RETRIBUSI T£RJIIIIAL 

A. PE!IJELASA!f UJIU)I. 

Dalam rangka Jebih memantapkan Otonomi Daernh yang nyata, 

serasi dan bertanggungjawab serta meningkatkan pembiayaan pemerintah 

dan pcmbangunan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah 

khususnya dari sektor retribusi daerah baruS dipungut dan dikelola 

dengan efektif dan efisien. 

Disamping· itu dengan semakio meningkatnya pelaksanaao 

pembangunan dan penyediaan jasa pelayanan oleb Pemerintab Daerab 

kcpada mayarakat untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum 

yang diarahkan dapat menunjang usaha peningkatan pertumbuhan 

perekonomian dacrah, maka sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 

28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kbususnya 

tentang Retribusi Terminal agar dapat ditingkatkan mutu dan jenis 

pelayanan scrta wajib retnbusi dapat mudah memahami dan mengerti 

terbadap bak dan kewajibannya, sehlngga perlu meninjau kembali 

Peraturan Daerah Kabupateo Bojonegoro Nomor 21 Tabun 2002 tentang 

Retribusi Terminal. 

B. PENJELASAIII' PASAL DEJII PAS.AL. 

Pasal 1 

Cukup Jelas. 

Pasal2 

Cukup Jelas. 

Pa.sal3 

Ayat (1) 

Cukup Jelas. 

Ayat (2) 
Dilrecualikan dari ketentuan yang mengatur pungutan retribusi di 

terminal dimungkinkan pihak Pemerintah Kabupaten Bojonegoro 

melakukan kerjasama dengan Pibak Ketiga guoa menambab 

kontnousi dalam rangka meoiogkatkan pelayanan di terminal 

daJam bentuk partisipasi. 



PasaJ4 

CUlrup Jelrui­

Pasa! 5 

Cukup Jelas. 

Pasa!6 

Cu.lrup Jelas. 

Pasal 7 

Ayat (1) 

Culcup Jelas. 

Ayat (2) 

Cukup Jelaa. 

Pasal 8 

Cukup Jelas. 

Pasal9 

- 2 -

Misalnya : l'l:ngclolaan MCK, tcmpal parkir sepeda, acpeda motor, mobil 

pribadi, dlL 

PasallO 

CukupJclas. 

PasaJ II 

Cu.lrup Jelas. 

Pasal 12 

Aya.t (1) 

Cukup Jelas. 

Ayal (2) 

Cukup Jelas. 

Ayat (3) 

Cukup Jelas. 

Pasal 13 

Cukup Jelas. 

Pasal 14 

Ayat (l) 

CukupJelas. 

Ayat (2) 

CUJrupJelas. 

Pasal 15 

Ayat (1) 

Cuknp Jelas. 

Ayat (2) 

Culrop Jelas. 



Pase.I 16 

Ayat (1) 

Cukup Jelas. 

Ayat (2) 

Cukup Jclas. 

Ayat (3) 

CukupJelas. 

Pasal 17 

CulrupJelas. 

Pasal 18 

Ayat (1) 

Culrup Jelas. 

Ayat (2) 

Cukup Jelas. 

Ayat (3) 

Culrup Jelas. 

Ayat (4) 

Cukup Jelas. 

Ayat (5) 

CukupJelas. 

Pasal 19 

Ayat (1) 

Cukup Jelas. 

Ayat (2) 

Cukup Jclas. 

Ayat (3) 

Culrup Jelas. 

Ayat (4) 

Cukup Jelas. 

Ayat (5) 

Cukup Jelas. 

Pasal 20 

Ayal (1) 

Culrup Jelas. 

Ayat (2) 

Cukup Jelas. 

Ayat (3) 

Cukup Jclas. 
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Pasal 21 

Ayat (1) 

CukupJelas. 

Ayat (2) 

Cukup Jelas. 

Ayat (3) 

CUkupJelas. 

Ayat (4) 

Cukup Jelas. 

Pasal 22 

Ayat (1) 

Cukup Jelas. 

Ayat (2) 

Cukup Jelas. 

Pasal 23 

Ayat (1) 

Cukup Jelas. 

Ayat (2) 

Cukup Jelas. 

Pasal24 
Cukup Jelas. 
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